LEMBARAK DAERAH

KOTA PEKANBARU

Nomor : 14 Tahun: - 2002 Seri: D Nomor: 13

PERATURAN DAERAHKOTA PEKANBARU
Nomor : 8 TAHUN 2002

TENTANG

RUMAH SUSUN DIKOTA PEKANBARU

e

i)EI;T.GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

: ) T ar ¢ h })kanha[u
Menimbang - 2. bahwa KRancanpan Peraturar Da ah Kota Ve "
S I : a
tentang Rumah Susune o Rou PcmmeD:"
wan
disctujui, sesuai dengan SQurat Keputusan _
Perwakiian Raryvat Dazrah Kctz Pc}:‘?“bam( rade
. N tentanc }‘(‘Tbcfum‘ap et
Ogﬂ.\chJDPR!.‘I?,O\)._. weniang . Deraniran D.!(’-fah
Fzncangsn Pesaturan Daciaf menjadt b=

Kota Fekanbanu;
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b. bahwa untuk dapat menertibkan Penghunian

. dala
rangka > "
. ngk: memberdayakan mayarakal Kota Pcekanb;

Juga dalam rangka menj o

wkatkan kwalitas da
N ' LA n <ran
serta mercka dalam pembangunan Kota Pek 'mbvru-pn
bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, periu
ditetapkan dan diatur dalam suaty Peraturan Dacrah:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Undang-
undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan
Daerah  Swatantra Daerah Tingkat 1
Barat jambi dan Riau;

Sumatera

!\)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

v 1. . 1.0 .
Dasar Pokok-pekek Agrana;

-

. bJ

Undang-undang Nomor 25 Tzhun . 1960 tenting
Penetapan Peraturan Pemenntah peneganit Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang, Pokok-pokok

Perumahan;

4. Undarg-undang wNomor 4 Tahun 196z (entang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup:

. ) [ G35 tzniang Rumah
S. Undang-undang Nomer 16 Tahun 162 LRAES

Susun;

o

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

~)

10. Perawuran Pemenintal

11.

Undang-und:uLg Nomor 25 Tahun. 1999
Pemerintahan Dacrah: -

tcnta.ng

Undang-undane Nomor 23 Tahup 1999 tentan

» 1. g
Penimbangan Keuaneap antara Pemerintat, Pusat dap
Dacral:
Unaang_-und:mg Nomor 34 Tahun 2000 lentang
perubahan atas Undang —undang Nomor 18 Tahun 1597
tentang Pajak daerah dan R

ctribusi daerah:
Peraturan Pemesintah

Nomor 19 Tahun 1987 tentang
perubahan Batas Wilay

ah Kotamadya Daerah Tingkat I1
Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat T Kampar,

v Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendafiaran Tanah:. ' |

2
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tertang

Pa;z Dacrah;

. Perawran Pemennualy NOmerz 66 Tahun 2001 tentang

Reiiousi Daerah:

. . . 1 Tabon VA it
- Nepiituzan Preciden Nomor 41 Tahun 2000 ‘ellung

Tcknik penyusunan peraturen Perundang-undangzn dan
benwk  Rancanpan  Undang-undare.  Rancangun
Pasiuran - Penenniah, dan Hancangan  Keputusan

Presicen;
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14. Peraturan Menteri  Perke
60/PRT/1992 lentang P

Rumah susun;

fjaan  Umum N
omor
crsyaratan Teknis pembangunan

. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tatacara pembuatan

buku Tanah serta penerbitan Sertifikat Hak atas satuan
Rumah Susun;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat I

Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota;

17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun

2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Kota
Pelkanbaru:

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATINIAN  DAERAH  KOTA  PEKANBARU
; TENTANG RUMAH SUSUN DI KOTA PEKANBARU.

B AB I
TETTEN L UAN UaloN
Pacal l

Daiam Feravran Daerah o vang dimaksua dengan

- Dacrah, udaluli Dacrah Kota Pekanbaru;

h,

. . . . % ;anbaru;
Pemeniniah 1aerah, adalah Pemerintah Dacrah Rota Pckanbaru;

Valikota, adalah Walikota Pelanbar:
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalap, Dewan

Perwakilap,
Dacrah Kota Pekanbaru; Ralat
Dinas Pemuliman Prasarana Wilayah, adalah Dinas Permukimap,
Prasarana Wilayah Kota Pekanbaru: . “

Kantor Pertanahan, adalai Kantor Pertanahan Kota Pekanban;

Rumah Susun, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan

sccara fungsional dalam .arah horizontal maupun vertikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara
terpisah, baik untuk tempat hunian, non hunian, maupun campuran yang
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;

Satuan Rumah Susun adalah rumah susun  yang tujuan peruntukan
utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang
mempunyai s2rana penghubung ke jalan umum;

Lingkungan, adalah sebidang - tanah—dzng=a- batzs-batas Yyang jelas. yang
. : e d
diatasnya dibangun ruraah susun termasuk prasarana dan fasilitasnva, yang

secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman;

Bagian bersamic. adalah bawgian rumah susun vang dimiliki secara tidak
lerpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-
Sauan rumah sisun hupian:

Senda Berswn, daiah b dn ddrg bukan razrupakzn bagian rurash susun

+ ICtapi vane dimiliki bersama secara tidak terpissh unfuk pemakaian
Dersama: ‘

Tazal 3 i 2 ar hak
lazah Barsoma, zdalan sehidang tanali vaug dizunakze ates dasor h

: . : - ~ e 2 .. (! r:
JEJ2mZ scewa tidak lerpisan vang diatasnyz tferdin rurnzh sustn <2

wtetapkan batasnya dulam paisyaraun izin bangunan;

N
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Nya merupakan

kesatuan yang fidax terpisahkan vang tidak terpisahkan dejgan satuan

satu
1 Gie l\ tar,” yano
DersangruLdly, .
Serfikat Hak MibK Aias Satuan rumal, sus,

adalah salinan buku terd;:
dari salinan Buku Tanah dan Salinan Surat Ukur atas Hak Tanah o

dan Gambar denali tingkat rumah susun yang bersangku
menjadi satu dalam suatu sampul dckumer;

Bersama
tan setclah dijilid

Akte pemuszhan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-

satuan rumah susun , bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama

dergan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dap batas-
batasnya dalem arah vertikal dan honzontal yang mengandung nilaj
rerbandingan proporsional:

Pemilk adaiah - perscorangan atau badan hukum yang memiliki satuan
rumah susun yang memenuhi svarat sebagai pemegang hak atas tanah;

Penghuni adaiah perseorangan vang bertempat tinggal dalam satuan rumah

Sy ye -
sus [N H

Peridmpunas penghuiii. adaiah penghimpun yang anggotanya terdini dani

AT pongiey rongah

NOoSUES

BBanait jroiigCivniaalali coditt vang bertugas  untuk mengelola rumah
sSdsus; |

Y

. ) . ~ gy v . t-
1’““?0Nnggm‘a pembaneunan  adaiah, Badan Usaha Muik Negara atau
Dacrah, Koporasi, aan 2adan Usaha Miik Swasta yang bergerak dalum
1 '1‘ -

LGy pembanigunan rulnah susun;

Doy : - 1 N ngun
Persvaratan teknis adalah. pengawasan  mengenai struktur - bangunan

. ) s jan laln-lain yang
Marnnan,  heselamatan keschatan,  Kenyamanan o 0ai kard T
he

3 . Lelanokanan prasarana
mubunean denean rancanean bangunan termasuk kelengkapan |
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dan fasilitas LingKungan yang diatur dengan peraturan perundang-

undangan
serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan:

v. Pertelazn adalah penunjukan batas yang jelas dari masing-masing rumah
susun , bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraizn
nilai perhandingan proposionainya;

w. Nilai perbandingan . proporsional adalah angka yang menunjukkan
perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagjan bersama,
benda bersama dan tanal bersama, dihitung berdasarkan luas atau nilzi
satuan rumah susun  yang bersangkutan terhadap jumlah luas bangunan
alau nidai rumah susun  secara kescluruhan pada waktu penyelenggara
pembangunan untuk pertama  kali  memperhitungkan  biaya
pembangunannya uniuk meneriukan harga jualnya,

PERSY ARATAN ADMINISTRASI DAN TERNIS
i A N N AN REAI AN SUSTUN

-

R T T R T I PR S TT VIR LU PR LS L LR Y R TP ]!',‘!n!:m‘gmmh rumzh susun vang

e s e v ver e reeideesiibeis Lol e peiscriifinatan tanain diator

Jan G b et dorear persturan porundang-undangan - vang

Y

"nhgu."n e
el tel e

(23 Pumeh cgesr Jan Nnelungannya horus Givangun sesui dengan rancana
kntz dan disakeanalian berduenrkan perizinan vang berlaka dan manzruly

rzlentuan Lzl penmangeunan rumah susun .
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Pasal 3

Pembangunan tumah susun  yang dilaksanakan oich penyclenggara

pembangunan  harus  memenuht  persyaratan  administratif - sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pcmbangunan rumah susun  yang dilaksanakan olch  penyclenggara
. pembangunan harus ‘memenuhi * persyaratan teknis scsuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB I
PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
BagimPcﬂmna
Pertelaan
Pasai S

(1) Pertelaan rumah susun disahkan oleh Walikota yang dituangkan daiam
suatu Keputusan.

(2) Pengesahan Pertclaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini dilakukan dengan mengajukan .permohonan pengesahan kepada
Waliko'a melalui Bagian Hukum Sekretarat Daerab Kota Pekanbaru
dengan melampiikan periimtangan dan Kepala Xantor Pertanahau Kota
Fekanbaru dan Instansi terkai!.

Pasal 6

(1) Perubahan nilai perbandingan propoieiondl satan rumabk susun  haros
dimintakan pengesahannya melalui peiinoionan pergesahan perubahan
pertelaan rumah susun yang bersangkutan.
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Pasal 7

I;;]mbaha“ nilai perbandingan proposional atas sa
urt harus dimintakan pengesahanny ;

ya sesuai d '
Peraturan Daerah in;. enean ketentuan Pasal S

tuan rumah susun yang tclaﬁ

Pasal §

(1) Pcn'xbahan nilai perbandingan proporsional atas satuan rumah susun
hunian yang menjadi lebih kecil harus disetujui oleh Perhimpunan
Penghuni. -

(2) Apabila perhimpunan  penghuni menolak membenikan persetujuan
perubahan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pthak penyelengggara

pembangunan dapat mengajukan banding kepada Walikota melalu;

Bagian Hukuin Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, N

i

Pasal 9

(1)  Terhadap perubahan bangunan gedung beningkat yans bukan ruraah
susur: - merjadi ramah suswn pervelengggara percbangunan wajib
menyesuaikan persyaratan pembangunan rumah susun  sebagaunana
dimzksud dalam Peraturan Daerah ini.

() Scpanjang fisk bangunan dibangun scswad [7zin Mendinkan bBaugunan
dan  pengusahaan sccual izn pengginaan bangunan vang  (eian
dikejuarkan, maka penyesuaian persyzratan dimaksud pada avat (1) Pasal
ini hanya mengenai pertelaan dan akta pemisahan rumah susun atas

Satuan rumah susun .
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Bagian Kedugz

) 1o - ’ N
Pemisahan Hak Af(ag Satuan Rumah Susun

Pasal 10

Pas;l 11
(1) Akta Pemisahan rumah susun atag satuan-satuan
bagian bersama, benda bersama dan tanah
bentuk gambar, uraian dan batas
horizontal.

rumah susun meliputi

bersama Yang jelas dalam
-batasnya dalam arah vertika] dan

(2) Akta Pemusahan harus mencantumkan besamya nilai perbandingan
proporsional masing-masing satuan rumah susun.

Pasal 12

.

Untuk memperoleh pengesahan Akta Pemisahan rumah susun |, pemilik rumah
susun wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kantor
Pertznahan Kota Pzkanbaru dengan melampirkan :

6. Akta Penuisahan numah susun yang bersangkutan;
b Pertelaan rumah susun yang telah disahkan oleh Walikota;

¢ lan Layah g,

Pasal 13

(1) Pengesahan Akta Pemisahan rumah susun menjadi satuan-satuan rumah

susun dijakukan oleh Walikota. 10
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Untuk keperluan pengesahan sebagaimana dimaksug ayat (1) Pasal inj

r -s ... X ) nl’
Kepala Kantor Pertanahan wajib meneliti akta dimaksud dan memberikan
paraf scbelum penandatangan pengesahan olch Walikota,

BABIV
PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSI'JN
Bagian Pertama
Pasal 14

Kelayakan penghunian satuan rumah susun harus memiliki rasio perbandingan
antara luas satuan rumah susun dengan penghuni yang menggunakannya.

(1)

(1)

Perbinaan daizra raneka pembenfukan perhimpunac penghuai ni

Pasal 1%

Penggunzan satuan rumah susun harus sesuai dengan peruntukkan yang
telah ditetapkan.

Penghuni satuan rumah susun dilarang memanfaatkan tafah bersama
hanya untuk kepentingan disi sendiri.

{

Pasal 16

Pengendalian kelayakan penghuni satuan rumah susun dilakukan oleh
Dinas Pemukiman dan Prasarana Wijayah.

Untuk melaksanakan ketenfuan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
Pasal ini, dilakukan dengan Tatacara yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Walikota.

Pusal 17

mah susun

diselenggarakan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

11
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Pasal g
) para penghuni dalam suaty lingknng

" % 2 . an mmah S .
maupun bukan hunian wajib memt ST SUSUN baik ynedd v
dibuat dengan akta. bentuk porhimpunar - UK hunjzg

‘ pcnghu!‘ll y;ug
) Sctiap pengnuni . Wa_]}l? menjadi Anggota Perhy; ’
keanggotaannya diwakili oleh kepala Keluarga ::mmr:fum“ Penghun Yang
umah susup,

Walikota melalu Dinas Pcmukim;m[ S umah susun dilakukan gjep,

Bagian Kedua
Pengelolaan Rumah Susun

Pasal 20

(1 Pcng.rc:lolaan tc'rhadap fatuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atzu
pemuiik, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangea
Yang ditetapkan oleh Perhimpunan Penghuni.

i) .

(2) P;ngclolaan icrthadap rumahi susun dan  lingkungarnya dapat
dll?}l\'sanukan oieii suatv badan wengeloia vang ditunjuk atau dibsntuk
oleh Pechimpunan Pengnuni,

(3)  Pembinaan pengelolaan rumah susun  sebzgaimana dimaksud pada ayal
(1) dan (2) Pasal inj dilaksanakan ol=h Walikota.

(4)

Pcng - . A )\ Dacal ini juaz mencakep
Ci0iaan sebacaimanz dimaksud ayar (2) Yasal mt JUS ;
bagaimanz dimaksud aya: ~wan hetenan

intang Kebersihan, Keindanan dan Ketertiban sesual de
Yang Leriaku,
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BAB v
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7]

[{3l’i\al yang bClUﬂ'l dia“lr d—alm P
menvangkut teknis  pelaksanaanny
Wahkoia.

() Dengan beriakunya Peraturan Daerah

mi, maka ketentyan 1
pertentangan dengan Peraturan Daerah ipi dinyatalian nag bcr’all::n yene
— l o

(1)

Craturan Daeraiy i
a0 N, sepan;
a ak i " ’
akan diatyyr dengan lj(aéful)uzng
0, an

Pasal 22
Peraturan Naerahvini bedaku‘nada tanggal diundzanekan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mdmgm Pera
g ! . Peratur.
Daerah dengan penempaiannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, -

DitetapkandiPckanbaru
Pada tanggal 9 September 2002

WALIKOTA PEKANBARU

Capldato
H. HERMAN ABDULLAH

Lhundangkan dalam Lembaran s)aerah Kofa Yekanbanu

Pads inggal ¢ 3 Uitober 2002
%

Nomor i4 tahun 2002

S Cr I

: D MNomor 13
Sekretans Daerah Fota

Carddio

H. RKUSILAINI R AFMAN
Pembina Utama Muda NIP. 010085117
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PENJELASAN
RAN DAERAH KOTA PEKANBARU

pERATU
WOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

RUMALI SUSUN DI KOTA PEKANBARU

PENIE

= ASAN UMUM.

Dalam upava untuk meningkatkan usaha pemenuhan  kebutahan
crumahan serta menanggulangi permasalahan ada di Kota Pckanbaruy,

\bangunan perumahan  maupun pertukoan / perkantoran di

jnaka  pent
bangunan secara vortical dalam bentuk rumah

arahkan dengan sistim per
susun baik untuk hunian maupun non hunian.

Peraruran dan perabinaan rumah susun yang berkaitan dengan tugas dan
Wowenang dan tanggung jawab lmcnntah Pusat -

Pemenntah menjadi
mPrunaLan pclaksanaan dasi

dan Pemenntah Daerah. Perturan ini

Peraiuran  Pemenntah Nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun.

sctizgaimana pedaman Peraturdn Zumai Susun (numdn «jan non hwunisn)

it Kota Pekanharu.

Dretyorag. Fo 3 e |
Deriran Dacrah ini menoatr n;-—,nn:q‘stal::l*.nn feinand Pumah Susen di
Kota Pekanbaru. meipun pembmann, wew cnang dan fangeung, _,3Wab,

' i
llv“[.’]ldll pclmwu_mlan,

IBE Dersy
I pasyeratan  adnvsirasi, (chas Gan
R TING . ! n
Pemihkan, penghunian dan pengelolzen qumah susun sefi2 PeRS gawvasa:

€20 nenerubanva.

14
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o NIELASAN PASAL DEMI PASAL

. + aval S . Yar 1< d:ﬂ'l"ks i < ! i d
» » A ) imasnsua vaag.’u Rmnan SlLﬁUn_ sudal
[n‘l}li‘i (11‘ :-"i};‘\ . In a2 ' o

an, <01 p2negun a2nnvs Mumah

bagt 3 (tiga) jenis V2itu rumak
susun hunian, rumah susun non hunian dar

N rumah
a gy L T LT C T P, R T T T S H
susun campuran. Ruinali susun non liunian adalah

susun dapat di

bila satuan-satuan rumah susun G gunakan pukan
) untuk hunian. Rumah susun campuran adalah bjja
sebahagian satuan-satuan rumah susun hunian dj
gunakan juga scbagai satuzn rumah susun non

hunian musalnva unmk Kantor, toko. ondano dan

lain-lain.
‘ 2
Pasal 2 : cukup jelas,
Pasal 3 : Penyelenggaraan  pembangunan ruinah - susun
dimaksud pasar imi adaial Badan Usaha mubik
' Negara atan Daerah Roperas dan Bodzn Lizha

Nk Swasta vane  berocrak dalam Indang

DEINBUNGUNan  rundit o susun, SCild Swaddyd

exue tnemen e
Cigalit s tinetanate

Pasal 4 g7 :
8d 11 cukup jelas.

i) . 1hl
agal 1 . . .t b Topian adoan
He Vg dimaksue dengan-bdn Layax Lo

Wialixoiz sciciab

igin wane  dikciearsan oieh
‘ gan pelaksanaan

inali svesun seiessl Gibanguh
kctentuan Yang
an (l.\'ﬁ”

. meeani A-cgan
pembangunannya sosudi Gongad

diuraikan dalan [zin Menc
15

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(65)

pacal 13 s/d 17 . CuRup jelas,
Dorhimmeiingn ]
Pc!qa] ]S s vrauopaldn DCﬂghunlan > .
bc.ﬂu_]uan untuk

=

mengatur - dan - mengurus ke Stinea

yang bersangkutan scbagai pc:u:;};::kn‘ t:ﬁ;rsa.tna
dan pengelol2annya. P
Keanggotaan periumpunan penchuni  didasarkan
Kepada realita penghunian, artinya yang dapat
menjadi  anggota periimpunan  adaiah mereka
yang benar-benar menghuni  atau menempat
satvan rumah susun, baik atas dasar pemulikan
maupun hubungan hukum lainnva.

Pagal 19 ¢/d 22 o cukup jelas,

16
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